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Skripsi ini bertujuan untuk melihat penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 tentang pajak
penghasilan dan Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang PPN atas pendapatan komisi, pembayaran
komisi dan pendapatan pajak teknik. Penulis mengambil tema tersebut untuk membandingkan aspek
perpajakan yang dikenakan terhadap penghasilan jasa, yang diterima dari wajib pajak Indonesia,
yangditerima dari wajib pajak Luar Negeri dan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak Luar
Negeri. Dari sini terlihat beberapa perubahan seperti perubahan tarif dan perluasan obyek pajak. Dalam
skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif dengan menjabarkan mengenai pemotongan PPh pasal 23,
pepbebasan PPh pasal 26, serta pemungutan PPN atas penghasilan jasa tersebut. Selain itu juga dijabarkan
mengenai pengkreditan PPN untuk memperlihatkan adanya PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam PT.
INT. Dalam hal pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri,
harus diperhatikan kemungkinan adanya suatu perjanjian perpajakan (tax treaty) antara pemerintah
Indonesia dengan pemerintah negara lain yang bertujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda
dan pencegahan pengelakan pajak contohnya perjanjian perpajakan dengan Pemerintah Jepang. Analisis
dilakukan dengan membandingkan penerapan UU Perpgjakan tahun 1994 dengan UU Perpajakan
sebelumnya, sehingga dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil analisis tersebut ternyata
PT. INT sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hanya saja dalam hal
pembebasan pemotongan PPh pasal 26, baik PT. INT maupun wajib pajak Luar Negeri yang menerima
penghasilan tidak mengikuti prosedur Surat K eterangan Bebas (SKB) PPh pasal 26 PT. INT sebagai pihak
yang wajib memotong pajak penghasilan sebaiknya segera meminta wajib pajak negaralain tersebut untuk
segera memohon SKB PPh pasal 26 untuk menghindari terjadinya kesalahan dan masalah dengan pihak
fiskus.
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